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KATA PENGANTAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga untuk Tahun Anggaran

2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024

tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025  dan

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan  Wali Kota  Nomor  50 Tahun  2024 tentang  Penjabaran  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam  pelaksanaannya,  sesuai  ketentuan  perundang-undangan,  atas

beberapa kondisi, antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,

antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis

belanja,  keadaan  yang  menyebabkan  SiLPA tahun  anggaran sebelumnya  harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan keadaan darurat; dan/atau Keadaan

Luar Biasa,  maka dilakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Sekretaris BPKPD,

${ttd}

Ir. M. M. HERMINI WIDYASTUTI, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 196805131997032003
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBD  menjadi  komponen  paling  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan

program serta kegiatan pemerintah daerah. APBD berfungsi untuk melakukan

perencanaan  penerimaan  serta  pengeluaran  pemerintah,  yang  diiatur  serta

diperhitungkan  dengan  uang,  agar  tercapainya  program  serta  kegiatan

pemerintah daerah. Dalam pengelolaan APBD agar berhasil dan tepat sasaran,

maka diperlukan kegiatan  untuk  merencanakan anggaran dan perlu  diawasi.

Instansi  pemerintahan  melakukan  kegiatan  operasional  yang  diawali  dengan

menyusun anggaran untuk tahun berkenaan, kegiatan ini dilakukan untuk melihat

dan memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam melengkapi semua kebutuhan

yang  diperlukan  dalam  kegiatan  operasional.  Dana  APBD  digunakan  untuk

melakukan peningkatan dan kesejahteraan terhadap masyarakat daerah agar

berjalan secara maksimal. APBD mulai disusun dan dipersiapkan setiap tahunnya

pada bulan Juli tahun anggaran sebelumnya, dalam pelaksanaan anggaran dapat

dilakukan perubahan terhadap anggaran agar semua kegiatan yang direncanakan

dapat terselenggara dengan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dilakukan

bila terjadi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit

organisasi,  antar  program, antar  kegiatan, antar sub kegiatan  dan antar jenis

belanja, Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan darurat; dan/atau Keadaan

Luar Biasa.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Pasal  177  Peraturan

Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,

Kepala  Daerah  wajib  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan  Belanja  Daerah  yang  diajukan  merupakan  perwujudan  dari  Perubahan

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  2025  yang  dijabarkan  dalam

perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran

sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini:

Bagaimana tindak lanjut usulan-usulan penambahan dan pergeseran anggaran

dari SKPD, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penjelasan Raperda ini dimaksudkan untuk usulan-usulan penambahan

dan pergeseran anggaran dari  SKPD yang akan menjadi dasar SKPD dalam

melaksanakan kegiatan di Perubahan APBD TA 2025.

D. Dasar Hukum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1954  Nomor  40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 551);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2023  tentang  Provinsi  Jawa  Tengah

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1992  tentang  Perubahan  Batas

Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah

Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);
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BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dilakukan bila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, 

2. Keadaan  yang  menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran  antar

organisasi,  antar  unit  organisasi,  antar  program,  antar  kegiatan,  antar  sub

kegiatan dan antar jenis belanja, 

3. Keadaan  yang  menyebabkan  SiLPA  tahun  anggaran sebelumnya  harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan 

4. Keadaan darurat; dan/atau Keadaan Luar Biasa.
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BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran,  jangkauan  dan  arah  Pelaksanaan  Perubahan  APBD  adalah

seluruh masyarakat Kota Salatiga pada umumnya dan seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada khususnya.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1) Ringkasan  Perubahan  APBD  yang  Diklasifikasi  Menurut  Kelompok  dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2) Ringkasan  Perubahan  APBD  yang  Diklasifikasi  Menurut  Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3) Rincian  Perubahan  APBD  Menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah,

Organisasi,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

4) Rekapitulasi  Perubahan Belanja  Menurut  Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi,  Program, Kegiatan Beserta Hasil  dan Sub Kegiatan beserta

Keluaran;

5) Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Daerah  Untuk  Keselarasan  dan

Keterpaduan  Urusan  Pemerintah  Daerah  dan  Fungsi  Dalam  Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

6) Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  pada Perubahan RKPD

dan  Perubahan  PPAS  dengan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

Perubahan APBD;

9) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;

10) Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11) Daftar Piutang Daerah;

12) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
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13) Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan

Aset Lain-lain;

14) Daftar  Sub  Kegiatan  Tahun  Anggaran  Sebelumnya  Yang  Belum

Diselesaikan  dan  Dianggarkan  Kembali  Dalam  Tahun  Anggaran  Yang

Direncanakan;

15) Daftar Dana Cadangan;

16) Daftar Pinjaman Daerah.
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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di Tahun Anggaran 2025 di

Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan SKPD dalam pengelolaan keuangan

dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atau aturan bagi SKPD dalam

dalam menggunakan anggaran untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan.

B. SARAN

Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar dapat dipermudah

dan tepat waktu, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan.

Demikian  penjelasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Tentang

Perubahan APBD TA 2025 dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman

dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Kota Salatiga.
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DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1954  Nomor  40,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 551);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  diubah

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6

Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-

Undang Nomor 2  Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  Menjadi  Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2023  tentang  Provinsi  Jawa  Tengah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  58,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992 Nomor  114,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2024  tentang  Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

9. Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  15  Tahun  2024  tentang  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);
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